
 

 
 

BUPATI PESAWARAN 
PROVINSI LAMPUNG 

 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN 

NOMOR 5 TAHUN 2020 

 
TENTANG  

 
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATANDAN BELANJA DAERAH 

KABUPATEN PESAWARAN TAHUN ANGGARAN 2020 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI PESAWARAN, 
 

Menimbang 
 

: a. bahwa terdapat perkembangan yang tidak sesuai dengan 
asumsi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatandan 
Belanja Daerah (APBD), keadaan yang menyebabkan 

pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar 
jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa tahun 

anggaran sebelumnya harus digunakan untuk 
pembiayaan dalam Tahun Anggaran berjalan, maka perlu 
dilakukan Perubahan APBD Kabupaten Pesawaran Tahun 

Anggaran 2020; 
 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten 
Pesawaran tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 

2020; 
 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak 

Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak 
Bumi Dan Bangunan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3569); 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4286); 



5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4310);  

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 
IndonesiaNomor 4400); 

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang 
Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 
99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4749); 

10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor  5049); 

11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 

12. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5495); 

13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

14. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan 
Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk 
Penanganan Pandemi Corona Virus Desease 2019 (COVID-

19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang 
Membahayakan Perekonomian Sosial dan/atau Stabilitas 



Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6485); 

15. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);  

16. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4028); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 

106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6057); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4575); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 

Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang 
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 

2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 

110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor5155); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 

Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang 
Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4864); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang 

Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan 
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 
tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018Nomor 
1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6177); 

 



23. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata 

Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 5272); 

26. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523); 

27. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

28. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 

Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 
106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6057); 

29. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang 

Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6178); 

30. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang 
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6279); 

31. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

32. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33); 

33. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang 
Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
6206); 

 



 

34. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang 
Perubahan Postur Dan Rincian Anggaran Pendapatn dan 
Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 94) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 

2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 155); 

35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 
sebagaimana telah beberapa kali diubah beberapa kali 

terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011Nomor310); 

36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 

tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial 
yang Bersumber dari APBD (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15); 

37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 

tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual 
pada Pemerintah Daerah; 

38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 

39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547); 

40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah 
serta Pelaksanaan dan Pertanggung jawaban Dana 

Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2017 Nomor 1067); 

41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 
tentang Orientasi dan pendalaman tugas bagi amggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan 

Kabupaten/Kota  (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2017 Nomor 1951) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2018 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 
584); 

42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 
tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213); 

 



43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor); 

44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019  
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1114); 

45. Peraturan Menteri Dalam Nomor 20 Tahun 2020 Tentang 
Percepatan Penanganan Corona Virus Desease 2019 

(COVID-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249); 

46. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07/2020 
Tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, 
Dana ALokasi Umum, dan Dana Insentif Daerah Tahun 

Anggarna 2020 Dalam Ranvka Penanggulangan Corona 
Virus Desease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 250); 

47. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07/2020 
tentang  Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pada 

Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 258); 

48. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 

Tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa 
Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan 

Pandemi Corona Virus Desease 2019 (COVID-19) dan/atau 
Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian 
Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 377); 

49. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.07/2020 

Tentang  Penetapan Alokasi Sementara Kurang Bayar 
Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2019 Dalam Rangka 
Penanganan Pandemi Corona Virus Dise 2019 (COVID-19) 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
379); 

50. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 

Tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran 
Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, Dan 

Penggunaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
581); 

51. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 
tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati 

dan Walikota Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 
2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 616); 

52. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.07/2020 
Tentang Pengelolaan Cadangan Dana Alokasi Khusus Fisik 

Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 678); 



53. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.07/2020 

Tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah Tambahan 
Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 782); 

54. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.07/2020 
Tentang Penyaluran dan Penggunaan Transfer Ke Daerah 

dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Mendukung 
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) 
dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 866); 

55. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.07/2020 

Tentang Penetapan kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pada 
Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2020 Nomor 946); 

56. Interuksi Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2020 
Tentang Perioritas Penggunaan Perubahan APBD Tahun 
Anggaran 2020; 

57. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 3 Tahun 
2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2011 
Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Pesawaran Nomor 16); 

58. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 3 Tahun 
2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2016-2021 
(Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2016 
Nomor 15). 

 
Dengan Persetujuan Bersama 

 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PESAWARAN 

dan 
BUPATI PESAWARAN  

 

MEMUTUSKAN: 
 
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN 
PESAWARAN TAHUN ANGGARAN 2020. 

 
 

Pasal 1 

 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 semula  

berjumlah Rp. 1.439.041.076.396,75 berkurang sejumlah Rp. 
(107.733.008.187,75) sehingga menjadi Rp. 1.331.308.068.209,00 dengan 
rincian sebagai berikut : 

1. Pendapatan Daerah    

 a. Semula Rp. 1.405.165.279.326,66  

 b. Bertambah/(berkurang) Rp.     (84.562.214.827,31)  
 Jumlah pendapatan setelah  

perubahan 
Rp. 1.320.603.064.499,35  



2.   Belanja Daerah    

 a. Semula Rp. 1.439.041.076.396,75  
 b. Bertambah/(berkurang) Rp.   (107.733.008.187,75)  
 Jumlah belanja setelah perubahan Rp. 1.331.308.068.209,00  

     
3. Pembiayaan Daerah:    

 a. Penerimaan     
 1). Semula  Rp.       37.375.797.070,09  
 2). Bertambah/(berkurang) Rp.      (24.068.167.659,75)  

 Jumlah penerimaan setelah 
perubahan 

Rp.       13.307.629.410,34  

    
 b. Pengeluaran    
 1). Semula Rp.         3.500.000.000,00  

 2). Bertambah/(berkurang) Rp.           (897.374.299,31)  
 Jumlah pengeluaran setelah 

perubahan 

Jumlah pembiayaanneto 

Setelah perubahan 
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran 
setelah perubahan 

Rp. 
 

 
Rp. 

 

Rp. 

        2.602.625.700,69 
 

 
        10.705.003.709,65 

 
                               - 

 

 
 

Pasal 2 
 

(1)  Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : 
 a. Pendapatan Asli Daerah:    
 1). Semula Rp.       73.216.422.234,00  

 2). Bertambah/(berkurang)  Rp.         4.343.691.847,69  
 Jumlah pendapatan asli daerah 

setelah perubahan 

Rp.       77.560.114.081,69  

     

 b. Dana Perimbangan:    
 1). Semula Rp.     968.952.262.000,00  
 2). Bertambah/(berkurang) Rp.    (100.195.343.675,00)  

 Jumlah dana perimbangan 
setelah perubahan 

Rp.     868.756.918.325,00  

     

 c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah:  

 1). Semula Rp.     362.996.595.092,66  
 2). Bertambah/(berkurang) Rp.       11.289.437.000,00  
 Jumlah  Lain-lain Pendapatan 

Daerah yang Sah setelah 
perubahan 

Rp.     374.286.032.092,66  

     

(2)  Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
terdiri dari jenis pendapatan: 

 a. Pajak Daerah    
 1). Semula Rp.       27.435.700.000,00  

 2). Bertambah/(berkurang) Rp.         1.400.000.000,00  
 Jumlah pendapatan asli daerah   

setelah perubahan 
Rp.       28.835.700.000,00  

     

 b. Retribusi Daerah:    

 1). Semula Rp.       10.803.000.000,00  
 2). Bertambah/(berkurang) Rp.         1.741.066.147,00  
 Jumlah hasil retribusi daerah  

setelah perubahan 

Rp.       12.544.066.147,00  



 c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan:  

 1). Semula Rp.         1.100.000.000,00  
 2). Bertambah/(berkurang) Rp.            502.625.700,69  
 Jumlah Pengelolaan Kekayaan 

Daerah yang dipisahkan setelah 
perubahan  

Rp.         1.602.625.700,69  

     

 d.  Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah:  

 1). Semula  Rp.       33.877.722.234,00  
 2). Bertambah/(berkurang) Rp.            700.000.000,00  
 Jumlah  Lain-lain Pendapatan asli 

Daerah yang Sah setelah 
perubahan 

Rp.       34.577.722.234,00  

     
(3)  Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri 

dari jenis pendapatan: 

 
 a. Dana Bagi Hasil:    
 1). Semula  Rp.       20.883.405.000,00  

 2). Bertambah/(berkurang) Rp.         5.107.822.325,00  
 Jumlah  bagi hasil pajak/bagi 

hasil bukan pajak setelah 
perubahan 

Rp.       25.991.227.325,00  

     

 b. Dana Alokasi Umum:    
 1). Semula  Rp.     693.874.437.000,00  

 2). Bertambah/(berkurang) Rp.      (69.371.997.000,00)  
 Jumlah  dana alokasi umum 

setelah perubahan 
Rp.     624.502.440.000,00  

     
 c. Dana Alokasi Khusus:    
 1). Semula  Rp.     254.194.420.000,00  

 2). Bertambah/(berkurang) Rp.      (35.931.169.000,00)  
 Jumlah  dana alokasi khusus 

setelah perubahan 

Rp.     218.263.251.000,00  

     

(4)  Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud ayat (1) 

huruf c terdiri dari jenis pendapatan: 
 a. Pendapatan Hibah:      
 1). Semula  Rp.        61.867.648.000,00  

 2). Bertambah/(berkurang) Rp.          4.541.685.000,00  
 Jumlah  Pendapatan Hibah Rp.        66.409.333.000,00  
     

 b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi atau Pemerintah Daerah:  
 1). Semula  Rp.        91.932.135.092,66  

 2). Bertambah/(berkurang) Rp.                               0,00  
 Jumlah  Dana Bagi Hasil Pajak 

dari Provinsi atau Pemerintah 

Daerah setelah perubahan 

 
Rp.        91.932.135.092,66 

 

     

 c.  Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus:  
 1). Semula  Rp.      209.196.812.000,00  
 2). Bertambah/(berkurang) Rp.          6.747.752.000,00  

 Jumlah  Dana Penyesuaian dan 
otonomi khusus setelah 
perubahan 

 
Rp.      215.944.564.000,00 

 

     



Pasal 3 

 
(1)  Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : 

 a. Belanja Tidak Langsung     

 1). Semula  Rp.      833.132.112.713,80  
 2). Bertambah/(berkurang) Rp.       (45.840.562.087,31)  

 Jumlah  belanja tidak langsung 
setelah perubahan 

Rp.      787.291.550.626,49 
 

  

 

 
 

 

 b. Belanja Langsung     

 1). Semula  Rp.      605.908.963.682,95  
 2). Bertambah/(berkurang) Rp.       (61.892.446.100,44)  
 Jumlah  belanja tidak langsung  

setelah perubahan 

Rp. 544.016.517.582,51  

     
(2)  Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

terdiri dari jenis belanja: 
 a. Belanja Pegawai:    

 1). Semula  Rp.      531.281.335.531,80  
 2). Bertambah/(berkurang) Rp.       (61.750.983.865,37)  
 Jumlah  belanja pegawai setelah 

perubahan 

Rp. 
     469.530.351.666,43 

 

     

 b. Belanja Hibah:    
 1). Semula  Rp.        64.598.330.982,00  

 2). Bertambah/(berkurang) Rp.           (723.940.982,00)  
 Jumlah  belanja hibah setelah 

perubahan 
Rp. 

       63.874.390.000,00 
 

     

 c.   Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah   

     Desa: 

 

 1). Semula  Rp.         3.838.477.000,00  
 2). Bertambah/(berkurang) Rp.           (481.607.000,00)  

 Jumlah  belanja Bagi Hasil Kepada 
Provinsi/Kabupaten/Kota dan 

Pemerintah Desa 

 
Rp.         3.356.870.000,00 

 

     
 c. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, 

Pemerintah Desa dan Partai Politik: 

 

 1). Semula  Rp.     230.413.969.200,00  
 2). Bertambah/(berkurang) Rp.        (6.258.606.100,00)  

 Jumlah  belanja Bantuan 
Keuangan kepada 

Provinsi/Kabupaten/Kota, 
Pemerintah Desa dan Partai Politik 
setelah perubahan 

 
 

Rp.      224.155.363.100,00 

 

     
 d. Belanja Tidak Terduga:    

 1). Semula  Rp.          3.000.000.000,00  
 2). Bertambah/(berkurang) Rp.         23.374.575.860,06  
 Jumlah  belanja tidak terduga 

setelah perubahan 

Rp.     26.374.575.860,06  

  
 

 
 



(3)  Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari 

jenis belanja: 
 a. Belanja Pegawai:    
 1). Semula  Rp.       80.882.590.000,00  

 2). Bertambah/(berkurang) Rp.            478.248.500,00  
 Jumlah  belanja Pegawai  setelah 

perubahan 
Rp.       81.360.838.500,00 

 

  
   

 b. Belanja Barang dan Jasa:    

 1). Semula  Rp.     299.704.652.987,06  
 2). Bertambah/(berkurang) Rp.      (30.254.455.453,47)  

 Jumlah  belanja Barang dan Jasa  
setelah perubahan 

Rp. 
    269.450.197.533,59 

 

     

 c. Belanja Modal:    
 1). Semula   Rp.     225.321.720.695,89  

 2). Bertambah/(berkurang) Rp.      (32.116.239.146,97)  
 Jumlah  belanja modal setelah 

perubahan 
Rp.     193.205.481.548,92 

 

  
   

Pasal 4 

 
(1)  Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari : 

 a. Penerimaan     

 1). Semula   Rp.       37.375.797.070,09  
 2). Bertambah/(berkurang) Rp.      (24.068.167.659,75)  

 Jumlah  penerimaan pembiayaan 
daerah setelah perubahan 

Rp.        13.307.629.410,34 
 

     

 b. Pengeluaran     
 1). Semula   Rp.        3.500.000.000,00  
 2). Bertambah/(berkurang) Rp.           897.374.299,31  

 Jumlah  pengeluaran pembiayaan 
daerah setelah perubahan 

Rp.        2.602.625.700,69 
 

  

(2)  Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis 

pembiayaan : 
 a. SILPA tahun anggaran sebelumnya 
 1). Semula   Rp.      37.375.797.070,09  

2). Bertambah/(berkurang) Rp.     (24.068.167.659,75)  

Jumlah  SILPA setelah perubahan Rp.      13.307.629.410,34  

   

 
 

 

 

(3)  Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis 
pembiayaan : 

 a. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah  

 1). Semula   Rp.        3.500.000.000,00  

 2). Bertambah/(berkurang) Rp.          (897.374.299,31)  

 Jumlah  Penyertaan Modal 

(Investasi) Pemerintah Daerah  
setelah perubahan 

Rp. 

       2.602.625.700,69 

 

 

 
 



Pasal 5 

 
(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah 

dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau 

pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, 

dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala 

daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada 

Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi 

Anggaran 

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar 

biasa; 

b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau 

c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan 

publik. 

(3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang 

anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; 

b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib; 

c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan 
tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan 
perundang-undangan; dan/atau 

d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan 
kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat. 

  
 

 
 

 

Pasal 6 

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian 

yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari: 

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD; 

2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan 

Daerah dan Organisasi; 

3. LampiranIII Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan 

Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 

4. Lampiran IV Rekapitulasi  Perubahan  Belanja   menurut Urusan 

Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan; 



5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan 

dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi 

Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; 

6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per 

Jabatan; 

7. Lampiran VII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang 

belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun 

Anggaran ini; 

8. Lampiran VIII Daftar Pinjaman Daerah. 

 

Pasal 7 
  

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesawaran sebagai landasan 
operasional. 

  
 

Pasal 8 
  

Peraturan Daerah  ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
  

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 
Pesawaran. 

 
Ditetapkan  di Gedong Tataan 
pada tanggal 19 Oktober 2020 

 
Plt. BUPATI PESAWARAN 

WAKIL BUPATI, 

                                                                                               
 ERIAWAN        

 

Diundangkan di Gedong Tataan 
pada tanggal 19 Oktober 2020 

 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESAWARAN, 
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